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Abstract: The tendency of early claim insurance for old age benefit (JHT) causes concerns
in the social security system in Indonesia because it can eliminate regeneration in old age
and reduce the living standards of the elderly. This study aims to analyze the influence of
participants regarding the perception of JHT policy, participants trust information intervention,
social security literacy, and financial literacy on the decision to postpone JHT's claims. The
design of this study is a quantitative and cross-sectional study to analyze various variables in
the study. The sample was determined by random sampling, with 229 respondents being active
participants of BPJS Ketenagakerjaan but were detected to have made JHT claims before.
Google Form is used to collect questionnaire data that is further analyzed descriptively and
using Structural Equation Modeling (SEM) with the help of SMARTPLS software. Analysis
using SMARTPLS obtains findings that variables that significantly positively affect decisions
to delay claims are perception variables regarding policies, trust, information interventions,
and social security literacy. Whereas financial literacy has no significant effect on the decision
to postpone claims. Furthermore, BPJS Ketenagakerjaan as Indonesian social security bodies
needs to conduct massive socialization and education to increase participants' trust and
knowledge about the benefits of the JHT program if deposited so that JHT can return to the
proper philosophy.

Keywords: decision making, employment social security, information intervention, policy
perception

Abstrak: Kecenderungan klaim dini jaminan hari tua (JHT) menimbulkan kekhawatiran
dalam sistem jaminan sosial di Indonesia karena dapat menghilangkan penggantian pendapatan
di hari tua nanti dan mengurangi standar hidup lansia. Penelitian ini bertujuan menganalisis
pengaruh peserta mengenai persepsi kebijakan pemerintah, tingkat kepercayaan, informasi,
literasi jaminan sosial, dan literasi keuangan terhadap keputusan menunda klaim JHT. Desain
dari penelitian ini adalah studi kuantitatif dan cross sectional untuk menganalisis berbagai
variabel dalam penelitian. Sampel ditentukan secara acak, dengan 229 responden merupakan
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan namun terdeteksi sudah pernah melakukan klaim JHT
sebelumnya. Google Form digunakan untuk mengumpulkan data yang selanjutnya dianalisis
secara deskriptif dan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan
software SMARTPLS. Analisis menggunakan SMARTPLS memperoleh temuan bahwa variabel
yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan untuk menunda klaim adalah
variabel persepsi mengenai kebijakan, kepercayaan, intervensi informasi dan literasi jaminan
sosial. Sedangkan untuk literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan
menunda klaim. Selanjutnya, penting bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi
dan edukasi masif untuk meningkatkan kepercayaan dan pengetahuan peserta tentang manfaat
program JHT jika diendapkan agar JHT dapat kembali ke filosofi yang seharusnya.

Kata kunci: pengambilan keputusan, jaminan sosial ketenagakerjaan, intervensi informasi,
persepsi kebijakan
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PENDAHULUAN

Semakin maju suatu negara, penduduknya diproyeksikan
akan semakin makmur dan angka harapan hidupnya
pun semakin tinggi. Hal ini pun akan secara signifikan
meningkatkan populasi usia kerja di masa depan
(Holmemo et al. 2020). Bonus demografis ini nantinya
akan selesai di tahun 2030, sejalan dengan proporsi
penduduk yang mengalami peningkatan di atas usia
pensiun, yang secara signifikan mengakibatkan rasio
ketergantungan penduduk (jumlah dari penduduk muda
dan tua diperbandingkan dengan jumlah dari penduduk
orang dewasa yang berusia kerja) yang mengalami
peningkatan.

Dengan laju perubahan demografis yang terjadi, penuaan
populasi tidak dapat dihindari. Pengkategorian Indonesia
sebagai negara yang telah memasuki periode aging
population akan menjadi sebuah tantangan besar karena
banyaknya aspek yang harus dipersiapkan, termasuk
kesiapan sistem jaminan sosial dalam memberikan
perlindungan terhadap kesejahteraan dan kesehatan
penduduk lanjut usia.

Data Kementrian Sosial menunjukkan bahwa 40 persen
dari total 25,67 juta lansia ataupun setara dengan 12,6
juta lansia berada pada status sosial ekonomi terendah
serta tergolong rentan dan miskin (Nursalikah, 2020).
Melihat kenyataan bahwa jumlah lansia yang berada
dalam kemisikinan terus meningkat, sistem perlindungan
sosial yang baik sangat dibutuhkan untuk mengatasi
hal tersebut (Liu dan Sun, 2015). Saat ini sistem
perlindungan sosial di Indonesia terdiri dari skema
bantuan sosial (non-contributory) dan skema jaminan
sosial (contributory) (Rahayu et al. 2018). Skema non-
contributory terdiri dari beberapa program meliputi
bantuan pendidikan (PIP), bantuan pangan (Rastra),
bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin (PKH),
bantuan sosial untuk disabilitas (ASPD), dan skema
bantuan sosial untuk lansia (ASLUT). Sedangkan, skema
jaminan sosial terdiri dari asuransi kesehatan nasional
dan asuransi ketenagakerjaan. Penyelenggaraan untuk
program jaminan sosial ketenagakerjaan di Negara
Indonesia dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun
programnya tersebut terdirikan atas Jaminan Pensiun
(JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JKM), dan juga Jaminan Hari Tua (JHT).

Program Jaminan Hari Tua diberikan sebagai bentuk
perlindungan terhadap ketidakpastian pendapatan
ketika seorang tenaga kerja berada di usia yang tidak
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lagi produktif. Program dari jaminan hari tua ini ialah
berupa program tabungan yang sifatnya berjangka
panjang dan bertujuan agar tidak dapat sewaktu-waktu
diambil oleh penerimanya. Jaminan hari Tua (JHT)
dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua bahwa manfaat jaminan hari tua yang dibayarkan
kepada peserta, antara lain: a). Peserta mencapai usia
pensiun; b). Peserta mengalami cacat total tetap; c).
Peserta meninggal dunia.

Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan secara
khusus juga telah menyediakan Jaminan Pensiun (JP)
sebagai program lain di luar JHT. Namun, kecukupan
skema yang ada saat ini untuk menjamin masa pensiun
pekerja relatif rendah karena jumlah pendapatan yang
digunakan sebagai dasar perhitungan manfaat juga
relative masih kecil (Holmemo et al. 2020). Oleh
karena itu, akumulasi manfaat program JHT juga sangat
diperlukan untuk memenuhi skema manfaat pensiun.
Akan tetapi, meningkatnya angka kasus klaim dini
JHT telah mengancam salah satu sumber pengganti
pendapatan pekerja di masa pensiun mereka. jumlah
penduduk, masih terdapat 87 persen penduduk yang
tidak memiliki penunjang penghasilan (income supports)
di hari tua mereka (Rahayu et al. 2018). Berkaca pada
angka ini, pemerintah dapat meningkatkan cakupan
lansia yang terlindungi secara finansial di masa depan
salah satunya dengan menekan kasus klaim dini manfaat
JHT. Hal ini dapat melemahkan fungsi JHT sebagai
bagian dari skema pensiun (Wijayanti & Jannah, 2019).
Klaim dini pada Program Jaminan Hari Tua juga menjadi
permasalahan karena mengakibatkan berkurangnya
atau bahkan hilangnya manfaat tunai yang seharusnya
diterima peserta ketika masuk ke dalam usia pensiunnya,
mengalami cacat tetap total ataupun meninggal dunia
(Situmorang, 2017). Berdasarkan data dari laporan
tahunan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018, sebanyak
1.910.978 kasus klaim JHT telah dibayarkan (BPJS
Ketenagakerjaan, 2018). Sekitar 95 persen dari klaim ini
dibayarkan bukan karena telah mencapai usia pensiun
melainkan untuk alasan pengangguran (PHK, habis
kontrak, dan mengundurkan diri).

Penelitian dari Knoll dan Olsen (2014) dan Greenberg
et al. (2018), meneliti faktor individual differences
secara psikologikal (behavioral atau kognitif) dapat
mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang
akan berpengaruh pula pada claim intention. Perubahan
kebijakan yang tidak terduga menimbulkan kurangnya
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kepercayaan pada lembaga jaminan sosial yang dapat
membawa seseorang untuk mengajukan klaim lebih
awal atau lebih lambat. Dalam sebuah jurnal online oleh
Situmorang (2022), berdasarkan pada beberapa berita,
yang bersumberkan dari komentar masyarakat, media
sosial dan juga media elektronik, serta radio. Pada
dasarnya, apabila JHT dibayarkan dengan menanti usia
56 tahun, jika ternyata di usia 30 tahun seorang pekerja
terkena PHK, apakah diharuskan menanti selama 26
tahun. Kondisi tersebut dapat menimbulkan krisis
kepercayaan yang berlangsung pada pihak pemerintah
yang berakibat terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

Studitentang keputusan dan perilaku klaim dari Shoven,
Slavov and Wise (2018); Zanghieri (2013); Knoll and
Olsen (2014); Brown et al. (2016) membahas secara
khusus tentang Sistem Jaminan Sosial di Amerika.
Penelitian tentang perilaku klaim jaminan sosial masih
terbatas di negara berkembang terutama di Indonesia
sendiri, di mana jaminan sosial belum sepenuhnya
berjalan. Mengacu pada uraian latar belakang
penelitian yang diuraikan tersebut, tujuan penelitian ini
ialah untuk menganalisis pengaruh peserta mengenai
persepsi kebijakan pemerintah, tingkat kepercayaan,
informasi, literasi jaminan sosial, dan literasi keuangan
terhadap keputusan menunda klaim JHT. Penelitian ini
merupakan penelitian kuantitatif dengan fokus pada
faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan klaim
dini JHT di Indonesia dengan responden adalah peserta
yang masih aktif bekerja, dimana penelitian sebelumnya
kebanyakan berfokus pada sistem jaminan sosial di
Amerika dengan responden peserta yang sudah tidak
aktif bekerja. Dengan mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap klaim
dini JHT, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi kepada pengambil kebijakan melalui BPJS
Ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan analisis
untuk menjaga keberlanjutan skema jaminan hari tua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Wilayah DKI Jakarta dengan waktu penelitian
dari Agustus 2021 sampai Agustus 2022, Data
penelitian yang peneliti gunakan ialah berupa data
primer penelitian dan juga data sekunder sekunder.
Untuk penelitian yang dilakukan ini, data sekundernya
ialah berupa data klaim BPJS Ketenagakerjaan dan
data peserta aktif yang pernah melakukan klaim antara
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rentang waktu tahun 2018 sampai tahun 2021. Untuk
penelitian ini, data primer penelitian ini didapatkan
dengan menggunakan kuesioner dan juga interview
pada informan yang relevan dengan penelitian ini.
Responden dipilih secara acak dari populasi sasaran
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan wilayah DKI
Jakarta yang pernah melakukan JHT. Kuisioner yang
disebar melalui google form menggunakan beberapa
pertanyaan terbuka dan 33 pertanyaan menggunakan
skala likert 5 poin, telah terkumpul sebanyak 229
responden.

Kemudian berdasarkan permasalahan dan penelitian
sebelumnya, hipotesis dari penelitian ini dijabarkan
sebagai berikut: (H1) Persepsi peserta terkait kebijakan
pemerintah berpengaruh signifikan terhadap keputusan
klaim jaminan hari tua. (H2) Kepercayaan peserta
berpengaruh signifikan terhadap keputusan klaim
jaminan hari tua. (H3) Intervensi Informasi berpengaruh
signifikan terhadap keputusan klaim jaminan hari tua.
(H4) Literasi Jaminan Sosial berpengaruh signifikan
terhadap keputusan klaim jaminan hari tua. (HS)
Literasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap
keputusan klaim jaminan hari tua. Untuk menjawab
permasalahan ini menggunakan analisis SEM-PLS
dengan menggunakan software SMARTPLS 3.

Berdasarkan Hair er al. (2019) penggunaan analisis
SEM-PLS: ketika analisis berkaitan untuk menguji
kerangka teori dari perspektif prediksi (teori tidak harus
kuat dapat lebih fleksibel), dapat memahami dengan
lebih mendalam mengenai peningkatan kompleksitas
dengan cara melakukan eksplolariasi untuk perluasan
teoritis teori yang penelitian yang telah tersedia. SEM
PLS terdiri dari evaluasi model pengukuran dan model
structural. Evaluasi outer model ini dimaksudkan
agar dapat melakukan penilaian untuk reliabilitas
dan validitas model. Oufer model ini nantinya akan
dilaksanakan evaluasi dengan menggunakan validitas
diskriminan dan validitas konvergen atas indikator dari
composite reliability, pembentuk konstruk laten dan juga
cronbach alpha untuk blok indikator tersebut. Evaluasi
model structural ini tujuannya ialah guna melakukan
prediksi untuk keterkaitan hubungan antar variabel
latennya, dengan cara meninjau untuk nilai predictive
relevance (Q2), nilai t-statistic (bootstrapping), nilai
koefisien jalur (path coefficients), dan juga koefisien
determinasi (R2) dalam melaksanakan penialaian
struktural. Adapun untuk batasan dalam menerima
ataupun menolak hipotesis penelitian ini ialah +1.96,
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yang mana jika nilai dari t-statistic (bootstrapping)
ini ada dalam rentangan nilai nilai -1,96 dengan 1,96,
dengan demikian hipotesis penelitian ini nantinya
ditolak dan hipotesis nol diterima. Untuk penelitian
yang dilakukan ini, evaluasi modal fit dilaksanakan
dengan mempergunakan dua pengujian, antara lain
ialah normal fit index (NFI1) dan standarized root mean
square residual (SRMR). Merujuk pernyataan yang
dinyatakan Hu dan Bentler (1998) dalam Ramayah et al.
(2017), mengungkapkan bahwa model ini mempunyai
good fit apabila nilai dari standarized root mean square
residual (SRMR) tersebut kurang dari 0,08.

Hubungan Persepsi Kebijakan dengan Keputusan
Klaim

Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh
Thomas (2013), dalam Wijayanti & Jannah (2019)
menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun
juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan
sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu
itu (whatever government choose to do or not to do)”.
Dalam penelitian ini, kebijakan publik mengenai
manfaat JHT merupakan tindakan yang dilakukan
pemerintah untuk menyelenggarakan prinsip tabungan
wajib yang ditujukan bagi pekerja yang akan memasuki
usia pensiun. Kebijakan yang telah ditetapkan tidak
ada bermanfaat bila tidak diimplementasikan. Seperti
yang diutarakan oleh William Dunn (2003) dalam
Wijayanti & Jannah (2019) bahwa Kebijakan tidak
akan berdampak dan tidak dapat mencapai tujuan dari
kebijakan itu sendiri apabila kebijakan tersebut tidak
diimplementasikan. Proses penting dalam sebuah
kebijakan ialah implementasi kebijakan itu sendiri.
Pentingnya sebuah implementasi kebijakan diperkuat
lagi oleh Pressman & Wildavsky (1973) menjelaskan
bahwa implementasi kebijakan adalah proses interaksi
antara tujuan dan tindakan yang dilakukan untuk
mencapai tujuan tersebut.

Menurut teori Edwards III yang dalam jurnal Novianto
(2018) berpandangan bahwa implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu Komunikasi,
Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
Berdasarkan dimensi untuk mengevaluasi implementasi
kebijakan Jaminan Hari Tua tersebut digunakan untuk
melihat persepsi policyholders dalam hal ini adalah
peserta Jaminan Hari Tua. Persepsi policyholders
ini dapat mencerminkan suatu bentuk keadilan dari
implementasi kebijakan jaminan sosial atau social
security fairness yang dirasakan oleh para peserta
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Jaminan Hari Tua. Social security fairness menurut
Dong (2003) dalam Zhi et al. (2022) mengacu pada rasa
keadilan proses dan hasil layanan jaminan sosial, yang
melibatkan keadilan berbagai sistem dan kebijakan
jaminan sosial, jaminan sosial untuk elderly, jaminan
sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ketidakadilan sumber daya layanan publik dan
implementasi kebijakan dapat menyebabkan tidak
terpenuhinya ekspetasi para policyholders (Lee, 2021).
Wong (2006) meneliti bahwa persepsi dan evaluasi
dari program sosial berpengaruh positif terhadap rasa
kepuasan atau kesejahteraan yang subjective. Temuan
dari Sun (2012) juga menyatakan bahwa semakin baik
persepsi orang terhadap keadilan kebijakan jaminan
sosial, akan semakin besar juga rasa kepuasan mereka.
Hal ini dapat dikaitkan karena terpenuhinya ekspetasi
para policyholders. Penelitian dari Kuo (2009) dan
Pei (2014) menyebutkan bahwa persepsi keadilan
yang berfokus terhadap efisiensi dari kebijakan
berpengaruh secara signifikan untuk menimbulkan
niat beli konsumen kembali. Dalam penelitian ini
dapat diasumsikan bahwa niat beli Kembali sebagai
keputusan untuk menunda klaim JHT.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut mengenai
konsep implementasi kebijakan dan persepsi keadilan
terhadap kebijakan, maka dapat dikemukakan bahwa
kebijakan merupakan tindakan-tindakan tertentu
yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat
pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah
pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan
berguna untuk memecahkan masalah atau problem
yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan
Jaminan Hari Tua yang dikeluarkan oleh pemerintah
baik melalui Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS
Ketenagakerjaan diharapkan dapat menyejahterakan
pekerja saat memasuki hari tua dengan menunda
keputusan klaim awal peserta agar mereka mempunyai
suatu bentuk perlindungan di hari tua. Oleh karena itu
dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Persepsi terhadap kebijakan berpengaruh signifikan
positif terhadap keputusan menunda klaim.

Konsep Kepercayaan Peserta dan Hubungan
dengan Keputusan Klaim

Kepercayaan memegang peranan penting dalam sebuah
hubungan. Individu memiliki kecenderungan menilai
orang lain dan memutuskan apakah akan mempercayai
orang tersebut atau tidak saat menjalin interaksi. Definisi
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kepercayaan yang umum dan sering dikutip adalah
milik Rousseau, (1998) “Keadaan psikologis yang
terdiri dari niat untuk menerima kerentanan berdasarkan
harapan positif dari niat atau perilaku orang lain”. Di
dunia ekonomi, kepercayaan telah dipertimbangkan
sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara penjual
dan pembeli agar kepuasan konsumen dapat terwujud
sesuai dengan yang diharapkan (Yousafzai, 2003). Bryk
(2003) membagi kepercayaan menjadi tiga jenis yaitu,
kepercayaan organik (organic trust), kepercayaan
kontrak (contractual trust), dan kepercayaan relasional
(relational trust). Dalam sebuah studi eksplorasi,
Balkrishnan (2003) menemukan bahwa kepercayaan
yang lebih rendah pada perusahaan asuransi secara
statistik terkait dengan pengalaman yang tidak
menyenangkan sebelumnya dan kesehatan mental yang
buruk. Guiso et al. (2008) menemukan kepercayaan
sebagai faktor pengaruh penting bagi keputusan
suatu household untuk menabung. Goedde-Menke et
al. (2014) juga menggarisbawahi bahwa keputusan
untuk berinvestasi dalam pensiun pada perusahaan
asuransi swasta dipengaruhi oleh kepercayaan
yang berlebihan dan ketidakpercayaan di lembaga
keuangan. Gamage et al. (2016) menganggap bahwa
kepercayaan didasarkan pada kepercayaan dalam diri
seseorang tentang bagaimana orang atau suatu lembaga
akan berperilaku di masa depan. Lebih lanjut, Dragos
et al. (2020) menemukan bahwa kepercayaan pada
perusahaan asuransi dan kepercayaan pada badan
konsultasi keuangan khusus sebagai faktor penentu
yang secara positif mempengaruhi niat dan keputusan
untuk berlangganan polis asuransi jiwa. Sesuai dengan
konsep kepercayaan dan berdasarkan pada penelitian
terdahulu maka kepercayaan dalam hal ini adalah
kepercayaan peserta terhadap BPJS Ketenagakerjaan
untuk mempercayakan hari tuanya melalui jaminan
hari tua dengan tidak melakukan klaim dini. Oleh
karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: Kepercayaan berpengaruh signifikan positif
terhadap keputusan menunda klaim.

Peran Intervensi Informasi pada Keputusan Klaim

Pemberian informasi tentang program jaminan sosial
ini penting karena perhitungan jaminan hari tua
bergantung pada aturan kompleks yang tidak mudah
dipahami. Banyak individu tidak menyadari bahwa
jumlah manfaat dipengaruhi oleh usia di mana mereka
mengklaim. Memberikan informasi rinci tentang
aspek program yang penting, seperti pengurangan
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manfaat pada klaim dini, dapat mengubah perilaku
klaim (Smith, 2020). Penelitian dari Cook (2010)
menunjukkan Informasi  Pengumuman
atau Pernyataan (Statement) Jaminan Sosial dapat

bahwa

menambah pengetahuan dan kepercayaan pada
penerima Jaminan Sosial dibandingkan dengan mereka
yang tidak menerimanya.

Mengirimkan dorongan berupa informasi kepada
pegawai pemerintah negara bagian yang mendekati
usia pensiun menghasilkan peningkatan kontribusi
untuk rencana tabungan pensiun mereka (Clark, 2019).
Penelitian dari Greenberg et al. (2018) juga melihat efek
pesan informasi yang dirancang untuk mempromosikan
refleksi diri dan untuk membantu orang membuat
pertimbangan yang masuk akal tentang usia klaim
Jaminan Sosial. Mereka menguji banyak pesan
informasi, dengan hasil sebagian besar secara signifikan
para responden menunda niat mengklaim, berkisar
antara 5 bulan dan 10 bulan lebih lambat dibandingkan
responden yang tidak menerima pesan tersebut. Selain
itu penelitian lain menemukan bahwa penerimaan
Informasi Pernyataan (Statement) dapat meningkatkan
pengetahuan Jaminan Sosial (Mastrobuoni, 2011).
Sementara studi oleh Smith (2020) menemukan bahwa
penerimaan pernyataan Informasi memiliki pengaruh
yang signifikan secara statistik terhadap pengetahuan
dan perilaku keputusan klaim. Penggunaan intervensi
informasi ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis
untuk membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam
menangani kasus meningkatnya klaim dini manfaat
Jaminan Hari Tua. Oleh karena itu, dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:

H3: Intervensi Informasi berpengaruh signifikan positif
terhadap keputusan menunda klaim.

Asosiasi antara Literasi Jaminan Sosial dan
Keputusan Klaim

Penting bagi setiap peserta jaminan sosial untuk
memahami cara kerja sistem jaminan sosial itu sendiri
dan memiliki pengetahuan mengenai aspek-aspek
penting program yang ditawarkan. Sebuah studi oleh
Zanghieri (2013) tentang literasi jaminan sosial dan
kesejahteraan pensiun menemukan bahwa pengetahuan
masyarakat tentang aturan jaminan sosial berasosiasi
dengan pendapatan pensiun yang lebih baik karena
individu akan lebih sadar untuk menunda klaim
manfaat sampai mereka benar-benar memasuki usia
pensiun. Mendukung hal ini, Greenwald et al. (2010)
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menemukan bahwa banyak peserta jaminan sosial
yang kurang memahami unsur-unsur dasar jaminan
sosial seperti waktu klaim, usia pensiun, dan besaran
manfaat. Adapun kurangnya pengetahuan ini dapat
menghalangi mereka untuk membuat keputusan yang
tepat mengenai kapan harus pensiun dan kapan harus
mencairkan manfaat. Penelitian dari Mesquita et al.
(2016) berpendapat bahwa kurangnya pengetahuan dan
kesadaran tentang asuransi sosial dapat menimbulkan
kecenderungan masyarakat untuk menjadi panik
saat mengalami krisis keuangan. Dan hal ini dapat
memengaruhi keputusan klaim mereka. Berdasarkan
Smith (2014), pengetahuan tentang jaminan sosial dapat
diukur dalam beberapa hal penting yaitu wawasan dasar
mengenai program, nilai finansial program jaminan
sosial bagi peserta, bagaimana program dibiayai, serta
masalah pembiayaan yang mungkin dialami. Maka dari
itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Literasi Jaminan Sosial berpengaruh signifikan
positif terhadap keputusan untuk menunda klaim.

Asosiasi antara Literasi Keuangan dan Keputusan
Klaim

Organisation for Economic Co-operation and
Development atau OECD (2016) mendefinisikan
literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman
atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan,
motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan
pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut
dalam rangka membuat keputusan keuangan yang
efektif,meningkatkankesejahteraankeuangan (financial
wellbeing) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi
dalam bidang ekonomi. Remund (2010) menyatakan
bahwa literasi keuangan merupakan pengukuran
terhadap pemahaman seseorang mengenai konsep
keuangan, dan memiliki kemampuan dan keyakinan
untuk mengatur keuangan pribadi melalui pengambilan
keputusan jangka pendek yang tepat, perencanaan
keuangan jangka panjang, serta memperhatikan
kejadian dan kondisi ekonomi. Sedangkan Willis
(2008) menyatakan bahwa pengetahuan dalam konteks
literasi keuangan meliputi pengetahuan, edukasi,
dan informasi mengenai keuangan dan sumbernya,
perbankan, deposito, kredit, asuransi, dan pajak.
Rendahnya literasi keuangan juga dapat berpengaruh
terhadap keputusan klaim dini peserta. Banyak peserta
tidak terbiasa dengan konsep dasar ekonomi seputar
pengetahuan tentang kredit, pola tabungan, hipotek, dlI.
Menurut Mitchell (2011) dalam studi literatur Duffield,
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(2013) menemukan bahwa rendahnya tingkat literasi
keuangan berhubungan dengan rendahnya kesiapan
untuk pensiun. Mendukung hal tersebut, penemuan dari
Greenberg et al. (2018) menyebutkan bahwa semakin
tingginya literasi keuangan maka niat untuk menunda
klaim jaminan sosial juga akan semakin besar. Oleh
karena itu penting untuk memasukan variabel literasi
keuangan sebagai predictor dari keputusan klaim
Jaminan Hari Tua. Maka dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:

HS5: Literasi Keuangan berpengaruh signifikan positif
terhadap keputusan untuk menunda klaim.

HASIL

Hasil  penyebaran  kuisioner dengan  jumlah
responden sebesar 229 orang, jumlah responden pria
mendominasi sebesar 55,9 persen. Sedangkan untuk
status pernikahan, responden yang sudah menikah
mendominasi sebesar 56,3 persen. Usia responden
26 sampai 30 mendominasi responden sebesar 39,7
persen. Kemudian tingkat pendidikan S1 mendominasi
responden sebesar 62,4 persen diikuti dengan D3
sebesar 16,2 persen. Sebesar 49,3 persen responden
sebagai pencari nafkah, Sedangkan 50,7 persen bukan
pencari nafkah.

Hasil pengolahan data menggunakan software
SMARTPLS 3, pada evaluasi outer model, digunakan
untuk menilai model reliabilitas dan validitas model.
Tujuan evaluasi ini ialah agar dapat melakukan
pengukuran untuk keterkaitan hubungan antara
variabel dengan indikator penyusun, dalam hal ini ialah
besaran variabel laten yang dapat memiliki kandungan
untuk keragaman data penelitian yang terdapat pada
tiap indikator serta besaran keterkaitan hubungan yang
memperlibatkan antara variabel laten dengan beberapa
indikatornya tersebut. Uji Validitas dapat ditinjau
berdasarkan pada nilai discriminant validity dan juga
convergent validity. Nilai dari convergent dapat dilihat
pada nilai loading factor masing -masing indikator.
Menurut Hair et al. (2014), ini tujuannya ialah dapat
melakukan penilaiain untuk convergent validity, yakni
nilai loading factor ini lebih tinggi diperbandingkan
dengan 0,7 dan sedangkan itu mengacu pada nilai
average variance extracted (AVE) ini wajib lebih
tinggi diperbandingkan dengan 0,5. Pada uji convergent
validity yang pertama, indikator C1 (Indikator pada
variabel keputusan menunda klaim) mempunyai nilai

6320



loading factor lebih rendah diperbandingkan dengan
0,7 yang berarti tidak valid. Maka dari itu indikator
ini harus disingkirkan atau dihilangkan, kemudian
melakukan uji convergent validity lagi. Barulah setelah
uji convergent validity yang kedua, semua indikator
nilai AVE > 0,5 dan sedangkan untuk memperoleh
nilai loading factor > 0,7. Dengan demikian, konstruk
dinyatakan valid dan sesuai dengan kriteria untuk
convergent validity. Hasil pengolahan loading factor
dapat dilihat pada Gambar 1.

Selanjutnya melakukan pengujian discriminant validity
dengan mempergunakan Fornell Larcker Criterion,
yakni dengan mengkomparasikan akar kuadrat AVE
untuk tiap konstruk dengan nilai korelasinya antar
konstruk yang terdapat pada permodelan tersebut. Nilai
diagonal atau nilai korelasi antar konstruk itu sendiri
harus lebih tinggi diperbandingkan pada nilai korelasi
pada konstruk lain. Hasil untuk pengujian discriminant
validity ini dapat ditinjau berdasarkan dalam Tabel 1.

Dapat dilihat pada Tabel 1, nilai korelasi diagonal
konstruk X1 (KB), X2(P), X3(I), X4(JS), X5(F) dan
Y(C) dengan nilai konstruknya tersebut lebih tinggi
diperbandingkan dengan nilai korelasi pada konstruk
yang lainnya, dengan demikian dapat dihasilkan
kesimpulan bahwasannya ini valid, dikarenakan sudah
sesuai dengan kriteria dalam pengujian discriminant
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validity. Tahapan selanjutnya adalah melakukan uji
realibilitas. Pengujian reliabilitas ini dimaksudkan
agar dapat memperbuktikan ketepatan, akurasi serta
konsistensi instrumen penelitian dalam melaksankaan
pengukuran konstruk (Hair ef al. 2014). Pengujian
reliabilitas ini dilaksanakan dengan mempergunakan
pengujian Composite Reliability dan sedangkan
Alpha ini ialah dengan meninjau
keseluruhan nilai dari variabel laten yang mempunyai

Cronbach’s

Composite Reliability ataupun Cronbachs Alpha ini
lebih tinggi diperbandingkan dengan 0.7. Hasil uji
cronbach’s alpha dan composite reliability ini dapat
ditinjau berdasarkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 memperlihatkan bahwasannya hasil uji
Composite Reliability ini memperlihatkan keseluruhan
nilai variabel laten yang nilai Composite Reliability
tersebut lebih tinggi diperbandingkan dengan 0.7. Hasil
uji Cronbach’s Alpha memperlihatkan bahwasannya
keseluruhan nilai variabel laten ini mempunyai nilai
Cronbach’s Alpha yang lebih tinggi diperbandingkan
dengan 0.7. Berdasarkan pada hasil perhitungan ini,
dengan ini dapat dihasilkan kesimpulan bahwasannya
konstruk tersebut mempunyai reliabilitas yang baik
ataupun kuesioner penelitian yang dipergunakan
tersebut dinyatakan konsisten dan andal.
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Gambar 1. Hasil pengujian loading factor dengan SMARTPLS3
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Evaluasi model structural ini dimaksudkan agar
dapat memprediksikan keterkaitan hubungan yang
memperlibatkan antar variabel laten, dengan cara
melihat nilai dari predictive relevance (Q2), t-statistic
(bootstrapping), nilai koefisien jalur, dan juga
koefisien determinasi (R2). Hasil pengujian untuk
nilai dari nilai R-Square(R?) koefisien determinasi dari
konstruk Y(C), Keputusan menunda klaim ialah senilai
0,702. Hasil pengujian memperlihatkan bahwasannya
variabel endogen Y(C) Keputusan menunda klaim
dapat diprediksikan atau diperjelaskan dengan variabel
eksogen yaitu X1(KB) Persepsi Kebijakan, X2(P)
Kepercayaan, X3(I) Intervensi informasi, X4(JS)
Literasi jaminan sosial dan X5(F) Literasi keuangan ini
ialah senilai 70,2 persen, sementara itu untuk sisanya
ialah 29,8 persen dijelaskan oleh beberapa variabel
eksogen lainnya. Selanjutnya hasil path coefficient dan
juga pengujian t-statistic (bootsrapping) dapat ditinjau
berdasarkan dalam Tabel 3.

Dalam Tabel 3 dapat ditinjau bahwasannya nilai dari
pengujian untuk nilai koefisien jalur ini mempunyai
rentang 0,064 hingga 0,276. Hal ini dapat dihasilkan
kesimpulan bahwasannya seluruh nilai ini mempunyai
keterkaitan hubungan yang positif, hal ini dikarenakan
mempunyai nilai yang nyaris mendekati nilai +1.
Sedangkan pada hasil ujinilai 7-Statistic (bootsrapping)
bisa ditinjau bahwasannya hubungan tiap-tiap konstruk
X1(KB) Persepsi kebijakan, X2(P) Kepercayaan,
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X3() Intervensi informasi dan X4(JS) Literasi
jaminan sosial terhadap Y (C) Keputusan menunda
klaim ditemukan signifikan dengan nilai T-Statistic
diatas 1,96. Kemudian hasil pengolahan menggunakan
SMARTPLS 3 memperoleh nilai predictive relevance
(Q2) sebesar 0,632 dan dapat disimpulkan bahwa model
memiliki nilai prediktif yang relevan. Selanjutnya pada
uji model fit didapatkan hasil bahwa model dalam
penelitian ini memiliki good fit karena memiliki nilai
Standarized Root Mean Square Residual (SRMR)
sebesar 0,045 < 0.08 dan nilai normal fit index (NFI)
sebesar 0,845 yang menunjukkan bahwa model dalam
penilitian ini 85 persen lebih baik dari pada null model.

Uji Hipotesis

Pada tahap selanjutnya maka dilakukan hipotesa
hubungan antar konstruk dan hipotesis di tunjukkan pada
nilai signifikansi suatu hipotesis dimana nilai tersebut
dapat dilihat dari nilai koefisien jalur (path coefficients)
dan T-Statistic melalui prosedur bootsrapping. Hasil
pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4. Dapat
diketahui bahwa variabel X1 Persepsi Kebijakan, X2
Kepercayaan, X3 Intervensi informasi dan X4 Literasi
jaminan sosial memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap Y Keputusan menunda klaim.
Sedangkan variabel X5 Literasi keuangan tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y
keputusan menunda klaim.

Tabel 1. Hasil uji discriminant validity dengan metode Fornell Larcker Criterion

Konstruk X1 X2 X3 X4 X5 Y
(Persepsi  (Kepercayaan) (Intervensi  (Literasi (Literasi  (Keputusan
Kebijakan) informasi)  Jaminan  Keuangan)  menunda

Sosial) klaim)

X1 (Persepsi Kebijakan) 0,862

X2 (Kepercayaan) 0,854 0,928

X3 (Intervensi informasi) 0,577 0,731 0,902

X4 (Literasi Jaminan Sosial) 0,711 0,811 0,807 0,928

X5 (Literasi Keuangan) 0,608 0,680 0,737 0,770 0,933

Y (Keputusan menunda klaim) 0,692 0,768 0,754 0,788 0,684 0,958

Tabel 2. Hasil uji composite reliability dan cronbach’s alpha

Konstruk Cronbach's Alpha Composite Reliability Keterangan

X1(Persepsi Kebijakan) 0,950 0,959 Reliabel

X2(Kepercayaan) 0,980 0,982 Reliabel

X3(Intervensi informasi) 0,924 0,946 Reliabel

X4(Literasi Jaminan Sosial) 0,946 0,961 Reliabel

X5(Literasi Keuangan) 0,950 0,964 Reliabel

Y (Keputusan menunda klaim) 0,955 0,971 Reliabel
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Hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan
antara persepsi kebijakan dengan keputusan menunda
mencerminkan temuan dari

klaim. Penelitian ini

Situmorang (2017), dimana persepsi masyarakat
terhadap kebijakan menjadi salah satu faktor dalam
keputusan klaim JHT. Lemahnya komitmen negara,
terjadinya multitafsir dan inkonsistensi regulasi
akan semakin melemahkan implementasi JHT.
Perubahan kebijakan yang sering berubah-rubah dapat
mempengaruhi keputusan peserta dalam klaim jaminan
hari tua. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan
dengan keputusan menunda klaim. Penelitian ini
mendukung temuan dari Guiso et al. (2008); Monti et
al. (2014); Goedde-Menke et al. (2014); Gamage et
al. (2016); Dragos et al. (2020) bahwa kepercayaan
kepada suatu Lembaga atau institusi secara positif
dapat mempengaruhi perilaku orang untuk mengikuti
jaminan pensiun dan menabung yang dalam penelitian
ini dapat dikaitkan dengan keputusan peserta untuk
menunda klaim.

Selanjutnya adanya pengaruh yang signifikan antara
Intervensi informasi dengan keputusan menunda
klaim. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Greenberg et al. (2018) melihat efek
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pesan informasi yang dirancang untuk mempromosikan
refleksi diri dan untuk membantu orang membuat
pertimbangan yang masuk akal tentang usia klaim
Jaminan Sosial. Kemudian adanya pengaruh yang
signifikan antara variabel literasi jaminan sosial dengan
keputusan menunda klaim. Penelitian ini mendukung
temuan Zanghieri (2013); Greenwald ef al. (2010);
Fajriani dan Maika (2021) bahwa adanya pengaruh
yang signifikan antara literasi jaminan sosial dan dan
keputusan klaim JHT. Lebih lanjut, tidak terdapat
pengaruh yang signifikan antara Literasi keuangan
dengan keputusan menunda klaim. Penelitian ini
sejalan dengan temuan dari Shoven et al. (2018)
bahwa tidak ada hubungan antara literasi keuangan
dengan keputusan klaim. Namun penelitian ini tidak
sejalan dengan temuan dari Greenberg et al. (2018)
yang menyebutkan bahwa semakin tingginya literasi
keuangan maka niat untuk menunda klaim jaminan
sosial juga akan semakin besar. Kondisi perekonomian
yang sulit dan untuk memenuhi kebutuhan primer
masih menjadi alasan utama peserta melakukan klaim
dini, walaupun mereka memiliki pengetahuan literasi
keuangan yang baik. Penelitian mendalam tentang
alasan kebutuhan primer ini menarik untuk diteliti
lebih lanjut dan menghubungkan dengan pengetahuan
tentang program JKP dari pemerintah.

Tabel 3. Hasil uji path coefficient dan uji t-statistic (bootsrapping)

Konstruk Path T Statistics Keterangan
Coeeficient (|O/STDEV])
X1 (Persepsi Kebijakan) — Y (Keputusan menunda klaim) 0,159 2,144 Signifikan
X2 (Kepercayaan) — Y (Keputusan menunda klaim) 0,173 2,023 Signifikan
X3 (Intervensi informasi) — Y (Keputusan menunda klaim) 0,276 3,986 Signifikan
X4 (Literasi Jaminan Sosial) — Y (Keputusan menunda klaim) 0,263 3,492 Signifikan
X5 (Literasi Keuangan) — Y (Keputusan menunda klaim) 0,064 1,1 Tidak signifikan
Tabel 4. Hasil pengujian hipotesis pada model penelitian
Hipotesis Path Path T Keterangan Kesimpulan
Coefficient ~ Statistics
HI X1 (Persepsi Kebijakan) — Y (Keputusan 0.159 2.144  Positif dan signifikan Terima H1
menunda klaim)
H2 X2 (Kepercayaan) — Y (Keputusan menunda 0.173 2.003  Positif dan signifikan Terima H2
klaim)
H3 X3 (Intervensi informasi) — Y (Keputusan 0.276 3.952  Positif dan signifikan Terima H3
menunda klaim)
H4 X4 (Literasi Jaminan Sosial) — Y (Keputusan 0.263 3.479  Positif dan signifikan Terima H4
menunda klaim)
HS5 X5 (Literasi Keuangan) — Y (Keputusan 0.064 1.099  Positif dan tidak Tolak H5
menunda klaim) signifikan
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Implikasi Manajerial

Sebelum membuat perubahan kebijakan, BPJS
Ketenagakerjaan  harus  memastikan  peraturan
terimplementasikan dan tersampaikan kepada peserta
dengan baik. Seperti halnya kebijakan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dapat
melakukan edukasi masif mengenai manfaat Jaminan
Kehilangan Pekerjaan kepada seluruh pekerja di
Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi angka klaim
JHT dini. Hal ini agar kebijakan yang dibuat kedepannya
tidak terjadi multitafsir. Seperti halnya peraturan
permenaker no 2 tahun 2022 yang sebelumnya direvisi
yaitu tentang pengambilan JHT pada usia pensiun (56
tahun) mendapat penolakan yang dapat dikarenakan
program JKP sebagai pengganti JHT “hari tertentu”
belum disosialisasikan secara lebih menyeluruh.
BPJS Ketenagakerjaan dapat mensosialisasikan lebih
masif mengenai informasi yang terdapat pada website
resmi BPJS Ketenagakerjaan, seperti perhitungan
saldo, laporan keuangan tahunan dan pemberitaan
yang positif terkait sistem pengelolaan dana BPJS
Ketenagakerjaan untuk menumbuhkan kepercayaan
peserta. BPJS Ketenagakerjaan juga dapat menerapkan
sosial security statement seperti sistem SSA yang ada
di Amerika dengan memberikan tambahan informasi
berupa manfaat Jaminan Hari Tua jika diendapkan,
konsep pendapatan pensiun, dan skema perlindungan
Jaminan sosial. Melakukan kerja sama antara BPJS
Ketenagakerjaan dengan Lembaga Pendidikan atau
universitas baik negeri maupun swasta yang ada di
tiap kota untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi
pada para mahasiswa yang nantinya akan masuk ke
dalam dunia kerja, untuk meningkatkan pemahaman
terkait literasi jaminan sosial. Pemerintah juga harus
memastikan apakah dengan adanya JKP, cukup untuk
memenuhi kebutuhan primer peserta tanpa harus
mecairkan JHT mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Variabel yang berpengaruh positif secara signifikan
terhadap keputusan untuk menunda klaim adalah
variabel persepsi mengenai kebijakan, kepercayaan,
intervensi informasi dan literasi jaminan sosial.
Sedangkan untuk literasi keuangan tidak berpengaruh
signifikan terhadap keputusan menunda klaim. Maka
dari itu sangat penting bagi Pemerintah dan BPJS
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Ketenagakerjaan dalam melakukan sosialisasi secara
masif mengenai manfaat JHT yang diendapkan, filosofi
Jaminan sosial, dan tata kelola dana Jaminan sosial.

Saran

Pada penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan
untuk meneliti usia responden dan toleransi resiko
peserta terhadap pengambilan keputusan klaim,
menghubungkan pengaruh moderasi variabel informasi
dengan literasi jaminan sosial terhadap keputusan
klaim dan meneliti tentang hubungan awareness dan
efektifitas tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan
dengan Keputusan klaim Jaminan Hari Tua.
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